
 
 

GUBERNUR JAWA BARAT  

 

KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA BARAT 

NOMOR : 171.3/Kep.151-Pemotda/2023    

TENTANG 

PERESMIAN PEMBERHENTIAN ANTARWAKTU  
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUBANG 

ATAS NAMA CACAN RAHMAT NUGRAHA, A.Md. 
 

GUBERNUR JAWA BARAT, 
 

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 

171.2/Kep.693-Pemksm/2019 tanggal 28 Agustus 2019 

tentang Peresmian Pengangkatan Keanggotaan Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Subang Masa Jabatan 

Tahun 2019-2024, Cacan Rahmat Nugraha, A.Md. telah 

diresmikan pengangkatannya sebagai anggota Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Subang Masa Jabatan 

Tahun 2019-2024 dari Partai Golongan Karya; 

b. bahwa berdasarkan Surat Dewan Pimpinan Pusat Partai 

Golongan Karya Nomor B-926/GOLKAR/I/2023 Tanggal 31 

Januari 2023 perihal Persetujuan Pergantian Antarwaktu 

Anggota DPRD Kabupaten Subang, perlu diresmikan 

pemberhentian Cacan Rahmat Nugraha, A.Md. dari 

kedudukannya sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat 

Daerah Kabupaten Subang; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan 

Gubernur tentang Peresmian Pemberhentian Antarwaktu 

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten 

Subang Atas Nama Cacan Rahmat Nugraha, A.Md.; 
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Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang 

Pembentukan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik 

Indonesia tanggal 4 juli 1950) jo. Undang-Undang Nomor 20 

Tahun 1950 tentang Pemerintahan Jakarta Raya (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 31, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 15) sebagaimana telah 

diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang 

Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi 

Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Ibukota Negara 

Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4744) dan Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan 

Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4010); 

2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 

Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-

Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5189); 

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah 

beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah 

Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang 

Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6841); 

4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan 

Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 

Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 

tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6832); 
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5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang 

Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 

Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6041); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak 

Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah 

diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 

tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 

Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif 

Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

6847); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang 

Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat 

Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197); 

Memperhatikan : Surat Plt. Bupati Subang Nomor PM.03/749/Bag.Pem Tanggal 

10 Maret 2023 perihal Usulan Pemberhentian dan Penggati 

Antarwaktu Anggota DPRD Kab. Subang Sisa Masa Jabatan 

Tahun 2019-2024; 

 

MEMUTUSKAN: 
 

 
Menetapkan :  

KESATU : Peresmian pemberhentian Cacan Rahmat Nugraha, A.Md. dari 

kedudukannya sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat 

Daerah Kabupaten Subang Masa Jabatan 2019-2024, disertai 

ucapan terima kasih atas pengabdian dan jasa-jasanya selama 

menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten 

Subang. 

KEDUA : Dengan peresmian pemberhentian Antarwaktu Anggota Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud pada 

Diktum KESATU, maka kepada yang bersangkutan tidak  

diberikan gaji pokok, tunjangan jabatan, serta tunjangan lain 

berkaitan dengan jabatannya tersebut, terhitung sejak 

ditetapkannya Keputusan Gubernur ini. 
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KETIGA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal 

ditetapkan. 

   
 Ditetapkan di Bandung 

 Pada tanggal  24 Maret 2023 

  

 GUBERNUR JAWA BARAT, 
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